BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR &8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah
kabupaten merangin nomor 8 tahun 2017 tentang
perubahan atas peraturan daerah kabupaten merangin
nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian

———menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan
—peninjauan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan

 » pengelolaan retribusi pengendalian menara

tele 10ml\.mil'amsi;

Y. “bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

~dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan peraturan
bupati merangin tentang perubahan atas peraturan
bupati merangin nomor 03 tahun 2014 tentang
petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881 );



—_—

g

4.

S.

6.
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Ihdonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

+Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23/PER/M.KOMINFO/4 /2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan
Telekomunikasi;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran  Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2017 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016

Nomor 1).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuaan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 03
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan S diubah, sehingga ketentuan
pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam—Perf turan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
ibupaten adalah Kabupaten Merangin.
emerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
bagei unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
A UBlipati adalah Bupati Merangin.
NElgegpkey o 27 (4}5-:5-’-15)1%15J Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Merangin.

(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin.

(6) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan namdan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun,bentuk
usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

(7) Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Merangin.

(8) Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk
dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi di Kabupaten Merangin sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi
atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara,
badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi
pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan
kegiatan telekomunikasi.

Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara
adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan
di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan
untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat
berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau
berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain
dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi.

Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

(13)__Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang

dLgunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara
Utelekomunikasi.

) ‘IRetribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang

Jehiisus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/ pelayanan
vang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Retribusi  pengendalian menara telekomunikasi yang
selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian,
pengecekan, dan pemantauan terahadap perizinan menara
telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan
potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya
menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan
penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
retribusi yang terutang.



(21) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

(23) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.

(24) Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan
lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

(25) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
o T -mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
-' ‘:-—untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk
A tujuhn lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perudang undangan retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah

_“:_-'.serahgkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai

‘;'-""'Negerl Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

.\20)

2. Ketentuan Pasal 3 angka 2 dihapus, sehingga ketentuan pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada:

(1) Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan
pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap
perizinan menara, keadaan fisik ~menara, dan potensi
kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara;

(2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 angka 1 diubah dan angka 2 dihapus
sehingga ketentuan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan
sebesar Rp. 2.456.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh

Enam Ribu Rupiah) permenara pertahun;

(2) Dihapus.



4. Ketentuan Pasal 6 angka 11 diubah, sehingga ketentuan pasal 6
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud
pada ayat 2 dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

(4) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
- KOORDINAS! bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

5.

quo : %!iSE'li.'?.dibajfar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1oL

) |Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
merLi(pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

rosus Bupati ini.
.{7) “Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) didahului dengan surat teguran.

(8) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(9) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(10) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(11) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi
dan Informatika, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 7 angka 3, 4 dan 5 diubah, sehingga ketentuan
pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai dan lunas sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(3) Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Komunikasi Dan
Informatika atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu
yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin pada Bank 9 Jambi
Cabang Merangin dan/atau Bendahara Khusus Penerima pada
Dinas.



(5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank 9 Jambi
Cabang Merangin, Wajib retribusi wajib menyampaikan foto
kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus
Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambataya 1 X 24 (satu kali dua
puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati

6. Ketentuan Pasal 9 Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 12 Dihapus.

W . 10. Ketentuan Pasal 13 Dihapus.

L"-lﬁj:!{"tentuan Pasal 14 Dihapus.

3
ol .

14. Ketentuan Pasal 17 Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 18 Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 19 angka 2 diubah, sehingga ketentuan pasal
19 berbunyi sebagai berikut :

PN Pasal 19

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi
yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya retribusi.

(2) SKRD dan STRD merupakan dasar penagihan retribusi dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi
retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga)
kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat
teguran selama 1 (satu) bulan.

17. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 23 dihapus.



20. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 26 angka 1,2 diubah dan angka 3 dihapus,
sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Insentif dapat diberikan kepada pemungut retribusi
pengendalian menara telekomunikasi dengan dasar
Peraturan Bupati Merangin yang mengatur tentang tata
cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Merangin
yang masih berlaku;

(2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat(l)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Dihapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
B ] padaTamgmal @ pebnnm 2000

VS Eondsto | o Huk BUPATI MERANGIN,

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal ¢ fgrvar 208

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SI

ITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR &S



20. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 26 angka 1,2 diubah dan angka 3 dihapus,
sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Insentif dapat diberikan kepada pemungut retribusi
pengendalian menara telekomunikasi dengan dasar
Peraturan Bupati Merangin yang mengatur tentang tata
cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Merangin
yang masih berlaku;

(2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat(l)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Dihapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko .
pada Tanggal & febrvar 20/8

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal § feérvars 20§

ttd
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR ©5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, SH, MH
NIP. 19671219 199203 1 007



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR .06
TANGGAL '@ PesruaR) 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN
MERANGIN SKRD
DINAS KOMUNIKASLDAN | (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) No. Urut
INFORMATIKA | | | | | |
KABUPATEN MERANGIN Nassa Pk .
JIn. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Tahun '_ ) '_ """"""""""""""

Nama Perusahaan / Pemilik S e B B B O AL AT Y L R
Alamat Perusahaan / Pemilik i W B A B B A B B e A

Ketinggian Menara PP
Lokasi Menara i o A R S R A R S e
NPWRD : || ]
| Tgl Jatuh Tempo
No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Tumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumla Sanksi : a. bunga
b. kenaikan
Jumlah Keseluruhan
| Dengan Huruf |
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Setor /Transfer ke Rekening Kas Daerah atau melalui BPPRD
Kabupaten Merangin atau Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo Kabupaten Merangin dengan

menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD)

2. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Bangko,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN

“NAMA”



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 5 0%
TANGGAL  : 0 Fegruac 1 2018
TENTANG  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN
MERANGIN STRD

DINAS KOMUNIKASLDAN | (qyRAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH) No. Urut

INEORMATIEA Masa Pajak : :cvvmss snnmernisavmanis [ | | l [ I

KABUPATEN MERANGIN Tahun .
Jin. Prof. M.Yamin, SH PasarAtas | =~ = ‘“Trrrororrerererrrrereoecs

Nama Perusahaan / Pemilik A A o 63 M S5 A O A T
Alamat Perusahaan / Pemilik ... . .. e
Ketinggian Menara e aiee e el e e e e i e e e e
Lokasi Menara R L R SR v (N RS ST B R

NPWRD HEENENRENENER

| Tgl Jatuh Tempo

1. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan Penelitian dan / atau pemeriksaan atau
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban «
Kode Rek Retribusi

Nama Retribusi

I1. Dari penelitian dan atau pemenksaan tersebut dnatas perhltungan Jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kurang dlhayar

2. Sankss admm:strasu
a. Bunga (Ps. 5(8))

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Setor /Transfer ke Rekening Kas Daerah atau melalui BPPRD
Kabupaten Merangin atau Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo Kabupaten Merangin dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD)
2. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Per bulan
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR . 06
TANGGAL : @ -2 - 25§
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JIn. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko

...................................................

...................................................

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *)

Sebagai berikut :
y s Nomor & Tanggal Tanggal Jatuh Jumlah
Jenis retribusi Tahun STRD Tempo Tunggakan Rp
Jumlah |
Dengan Huruf
G S e e P R VB e S R T S TR S S S R R )
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh)
Hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.
e o e -—-———"'-‘_'_'I
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LAMPIRAN 1V : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR - L

TANGGAL : @ resnnss 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I Untuk Pemilik / penyedia Menara
Lembar II Untuk Dinas KOMINFO
Lembar I1l Untuk BPPRD

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

SURAT TANDA SETORAN Penyetoran dilakukan pada

e Nomor : tanggal : . .............
Rekening Nomor : ...ceeeveeienennnnee.
Harap menerima uang Sebesar Rp
DA HIIrAE - v s R e S T S S R S R e S A A
Ur::,]l t Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah Rp.
Bukti Transfer Bank diterima Kepala Bangko, tgl.................
Tanggal Bend, Penerimaan/Pengeluaran
(oocunnmmmnsvissas ) lcsiivmsusommasesd ) €ovcssiiinaanmmmsnrasssansinse )
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR S ¥
TANGGAL @@= 2 28
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PANGGILAN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jin. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko

SURAT PANGGILAN

[ NPWRD *) HEEEEEEEEEEEEEEEEE
Kepada Yth :
Dieeovosooesmesemeeseesmssmseseessesee
Merangin,

G, e

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara
................................. , perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut :

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR o

TANGGAL : 8- =~ 2,8

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jin. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

[ NPWRD *) HEEEEEEEEEEEEEEEER

Kepada Yth.

..................................................

....................................

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara nomor
.................................. TEOHERL . o conwannsswsosnmmssespusnvasenmssd BRI AATONS
............................................................... perlu proses lebih lanjut
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima
surat ini :

b sommmsnesiimes s s s s s S o we R
Lo ST bR e e
. e A AR S e s e S
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.
Bangko ,
KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN

“NAMA”
Pangkat
NIP.
1. Bupati Merangin
2. Kepala BPPRD Kab. Merangin
:Wir , AG : HUKUM
Tlas BUPATI MERANGIN
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LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : OF
TANGGAL : 8-~ 2- 208
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jin. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko

SURAT PANGGILAN

[ NPWRD *) ENENERNARAENNESNEE
Kepada Yth
Diccivnnanninssivsisiiniviveseiis
Nomor
Lampiran
Perihal : Laporan Pemeriksaan
Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan nomor
....................................... tanggal ........ccceveveeieincenee.... Kami  telah  membukukan
Pemeriksaan lapangan terhadap :
‘T\l‘o Nama, NPWRD dan Alamat Objek Dén Tujuan No. Lampiran Catatan
pemeriksaan
Adapun pemeriksaan yang kami lakukan terlampir
Demikian untuk menjadi makium atas perhatianya.
Kepala Dinas BangKO,::.ccasvssisvcansirassanives
Komunikasi Dan Informatika Wajib Retribusi Petugas Pemeriksa
.......................... ) boronesmemnmnecsanbibisiiinsaing
NPt e
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